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ABSTRAK
Nama Penyusun : Nurul Alifiah Isnani
Nim : 10500110081
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam Pemberian Izin
Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)
Judul Skripsi ini adalah “ Analisis Terhadap Persetujuan Istri dalam
Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).Masalah yang
menjadi fokus dalam penelitian ini,bagaimanakah ketentuan hukum dan perundang-
undangan dalam pemberian izin poligami serta bagaimanakah pelaksanaan pemberian
izin poligami di Pengadilan Agama Makassar.Tujuan penelitian ini yaitu untuk
pertama mengetahui ketentua hukum dan perundang-undangan dalam pemberian Izin
Poligami,kedua untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan izin poligami di
Pengadilan Agama Makassar.
Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang
dilakukan baik melalui kepustakaan (Library) maupun penelitian lapangan,
berdasarkan tipe penelitian Satu Penelitian hukum Normatif atau penelitian pustaka
(Library Research) dan kedua Penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan
(Field Reserch), kemudian berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif
analisis yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan secara keseluruhan dan
sistematika mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan lain
yang terkandung di dalam permasalahan yang dibahas. Adapun metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, interview, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami
dengan memperhatikan persetujuan istri di pengadilan agama dapat kita lihat pada
contoh kasus di atas yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa memang betul
adanya  dalam pelaksanaan pemberian izin poligami yang di berikan oleh hakim di
Pengadilan Agama Makassar ,persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang
sangatlah penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya lah
hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan suaminya untuk
berpoligami. Surat pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan hakim,bahwa
kelak tidak akan ada pihak,terutama pihak dari istri terdahulu yang akan keberatan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pernikahan menurut Islam adalah suatu hal yang sangat penting dan utama,
karena melalui ikatan inilah seorang lelaki dan seorang perempuan wanita
membentuk wadah yang disebut keluarga, dan mereka dapat menemukan
kebahagiaan, ketenangan serta cinta dan kasih sayang. Suatu keluarga terintegritasi
antara rumah tangga dan iman.
Melalui ikatan perkawinan, manusia dapat saling mengasihi, menjalin
hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Kehidupan perkawinan
merupakan langkah awal bagi kesinambungan generasi selanjutnya.
Realita perkawinan adalah bertemunya dua mahluk lawan jenis yang
mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan. Sedangkan tujuan
perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia
dan akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Seiring dengan tujuan
tersebut maka dapat diartikan agar perkawinan menjadi kekal abadi sehingga tidak
putus begitu saja.
Perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami istri terkadang tidak terlepas
dalam rumah tangga, misalnya saja adanya keinginan suami untuk menikah lagi tanpa
harus melepaskan istri pertamanya atau istri sebelumnya. Hal tersebut seiring dikenal
2dalam masyarakat dengan sebutan poligami, dimana laki-laki biasa memiliki istri
lebih dari seorang. Kebolehan poligami di dalam Al-Qur’an adalah untuk
kemaslahatan di dunia dan akherat. Poligini bertujuan untuk memelihara hak-hak
wanita dan memelihara kemuliannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan
strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki
nilai sosial ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Akan tetapi
poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak
dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan para suami untuk berlaku
adil.Ini merupakan suatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras
untuk bersikap adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat untuk
mengatasi beragamnya hukum perkawinan yang terjadi akibat penggolongan warga
Negara dan daerah pada saat itu. Oleh karena perkembangan tuntutan zaman yang
mengharuskan terwujudnya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang harus serasi dengan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
serta harus menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan
kepercayaan masyarakat Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan hukum yang
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman tersebut.Untuk itulah Undang-Undang
tentang Perkawinan lahir untuk menggantikan keberadaan hukum perkawinan di
Indonesia yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3Tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan yaitu :
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang
asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan
salah satuya yaitu asas monogami.Walaupun menganut asas monogami, tetapi
diberikan pengecualian bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hanya
apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan,serta harus dipenuhi
berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan mengenai
alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri
menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Dalam persidangan untuk
memberi atau tidak memberi izin untuk berpoligami, berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (1), yakni :
1. Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan, sebagaimana
yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1)  Undang-Undang ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :
a. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka.
4c. Adanya jaminan bahwa sumai akan berkalu adil terhadap istri-istri
dan anak-anak mereka.
Aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut sudah
cukup baik, namun dalam praktiknya atau pelaksanannnya sangat lemah. Banyak
kasus yang terjadi di masyarakat, dimana perkawinan poligami dilakukan tanpa
melalui izin pengadilan agama. Banyak pula kasus perkawinan poligami yang
dilakukan tanpa persetujuan istri sehingga suami pada saat menikah mengaku masih
lajang, akibatnya istri pertama mengajukan pembatalan perkawinan suami yang
kedua tersebut ke Pengadilan Agama. Selain itu, sering pula terjadi kasus pada
perkawinan poligami dimana suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri dan
anak-anaknya  (berlaku adil dalam hal ini menyangkut hal-hal lahiriyah seperti
pemberian nafkah atau waktu bermalam bagi suami) sehingga dalam perkawinan
poligami ada pihak yang ditelantarkan. Jika suami berpoligami menyebabkan ada
pihak yang ditelantarkan, maka hal tersebut dapat menjurus pada kekerasan dalam
rumah tangga. Suami yang melakukan praktik poligami seperti yang disebutkan pda
kasus-kasus di atas pada kenyataannya banyak yang terhindar dari sanksi hukum.1
Persoalan poligami memang merupakan persoalan yang pelik dan
keberadaannya mendapat pro dan kontra dalam masyarakat. Namun terlepas dari
adanya pro dan kontra tentang keberadaan poligami, seharusnya praktik poligami
yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
1Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan (Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,) h. 133-134.
5selain memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam agama bagi pihak yang
melakukan poliami. Hal ini bertujuan agar poligami dipraktikan dengan tetap
memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak ada pihak yang ditelantarkan, serta
tujuan dari perkawinan sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan
dapat dicapai.
Untuk itu, saya ingin meninjau lebih jauh mengenai persetujuan istri dalam
pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Makassar, apakah telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang ada di Indonesia.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Demi menghindari kekeliruan terhadap pengertian yang sebenarnya dari
Variabel dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa variable tersebut.
“Istri” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita yang telah
menikah atau bersuami; wanita yang dinikah.
“syarat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji ; segala sesuatu
yang harus terpenuhi ; segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan maksud.2
“Poligami” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawani beberapa lawan jenisnya
di waktu yang bersamaan.
“Izin Berpoligami” merupakan pernyataan dari seseorang yang berarti
mengabulkan sesuatu dan berpoligami merupakan suatu adat dimana seorang suami
2 http : web.id  10 mei 2014 .
6bisa memiliki istri lebih dari seorang. Jadi izin berpoligami adalah pernyataan dari
seseorang dengan mengabulkan keinginan seorang suami untuk memiliki istri lebih
dari seorang. Pembahasan penulis juga fokus pada :
1. Ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian izin poligami.
2. Pelaksanaan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Makassar.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut,maka dapat
dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian
izin poligami?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan
persetujuan istri di Pengadilan Agama Makassar?
D. Kajian Pustaka
1. Pengertian Poligami
Di dalam pelaksanaan perkawinan si masyarakat, dikenal beberapa istilah
yaitu monogami, dan poligami. Monogami dan poligami dari sudut pandang
terminologi berasal dari bahasa Yunani. Monogami yang terdiri atas kata mono yang
artinya satu, dan gamos yang artinya perkawinan, yaitu bentuk perkawinan dimana
seseorang (pria atau wanita) hanya memiliki seorang istri atau suami.Poligami yang
terdiri dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan.Bila
7pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang
banyak atau lebih dari seorang.3
Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan
yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu
yang bersamaan atau poligami adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang
perempuan.4
Dalam antropologi social, Poligami merupakan praktek pernikahan kepada
lebih dari satu suami atau isrti (sesuai jenis kelamin orang yang bersangkutan)
sekaligus pada saat. Berlawanan dengan monogami, dimana seseorang hanya
memiliki satu suami atau istri pada suatu saat. Terdapat tiga bentuk poligami yang di
tentukan dalam sejarah, yaitu:
a. Poligini, yaitu seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus.
b. Poliandri, yaitu seorang wanita yang memiliki lebih dari seorang suami
sekaligus.
c. Pernikahan kelompok, yaitu kombinasi antara poligami dan poliandri.
Poligini merupakan bentuk poligami yang paling banyak terjadi sehingga
poligini di samakan pengertianya dengan poligamiterutama di Indonesia dan Negara-
negara yang menggunakan hokum islam. Dengan demikian poligami yang umum
dikenal adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.
3Ensiklopedi Indonesia , Ikhtiar Baru Van Hoev,dalam Supardi Mursalim, Menolak Poligami
(Jilid 5 ; Jakarta, 2007),h.15.
4Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, h.693.
83. Poligami Dalam Islam
Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa
poligami dapat dapat di lakukan seseorang jika tidak bertentangan dengan ketentuan
agama. Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sangatlah
penting untuk meninjau mengenai aturan berpoligami menurut agama  islam.
Dengan datangnya Agama Islam, praktik poligami yang di lakukan dengan
tidak manusiawi tersebut di koreksi. Ajaran Islam paling tidak mengoreksi dan
mengatur dua hal, yaitu:
a. Ajaran Islam membatasi jumlah istri hanya sampai jumlah empat orang istri
saja.
b. Poligami hanya disyaratkan bagi suami yang dapat menjamin keadilan bagi
istri-istri dan anak-anaknya. Berlaku adil tersebut menyangkut masalah-
masalah lahirnya seperti pembagian waktu, pemberian nafkah dan hal-hal lain
yang menyangkut kepentingan lahiriyah lainnya. Sedangkan masalah batin
manusia tidak dapat mungkin berbuat adil secara hakiki.
Islam pada dasarnya mengatut system monogami, dengan memberikan
kelonggaran dibolehkan poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya
memiliki seorang suami, tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecendrungan laki-
laki beristri lebih dari satu sebagaimana yang sudah-sudah berjalan dahulu kala. Akan
tetapi, tidak semua laki-laki dapat demikian karena tidak semua laki-laki mempunyai
kemampuan berpoligami. Persyaratan adil dalam berpoligami adalah karena pada
9umumnya laki-laki yang telah mendapatkan istri muda maka istri terdahulunya di
telantarkan.
4. Dasar Hukum Peraturan Poligami
Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang poligami adalah :
a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UUP, merupakan hukum materil dari
perkawinan, tetapi di dalamnya menyinggung sedikit hukum formil. Ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur tentang poligami terdapat dalam
Pasal 3, Pasal 4,Pasal 4, dan Pasal 6.
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang ini merupakan hukum formil dalam hukum perkawinan.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama orang-orang yang beragama islam.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu aturan
pelaksanaan bagi Undang-undang Perkawinan. Ketentuan-Ketentuan Poligami diatur
dalam Bab VIII Tentang beristri lebih dari seorang, yaitu pada Pasal 40,Pasal
41,Pasal 42,Pasal 43 dan Pasal 44. Kemudian diatur ketentuan pidana bagi yang
melanggar sebagaimana ditentukan Pasal 45.
d. Kompilasi Hukum Islam
Kumpilasi Hukum Islam telah di jadikan sebagai pedoman yang harus diikuti
dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agam,
yang penyebaranluasnya dilakukan melalui intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang poligami
diatur dalam Bab IX tentang beristri lebih dari seorang, pada Pasal 55, 57,58,59 dan
Pasal 89.
5. Ketentuan Pelaksanaan Poligami
Seorang suami hendak melakukan poligami tidak dapat begitu saja melakukan
poligami, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis
kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.5Bagi yang beraga Islam, perkawinan
poligami yang di lakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai
kekuatan hukum.6 Perkawinan poligami bagi yang beragama selain islam disesuaikan
dengan ketentuan agamanya serta tetap harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.
5Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.
6 Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
11
Mengenai alasan-alasan seorang  suami untuk dapat melakukan poligami
yaitu:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.7
Menurut Abdul Manan, ketentuan yang mengatur alasan-alasan seorang suami
dapat melakukan poligami tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci apakah
ketentuan tersebut bersifat kumulataf atau bersifat alternative. Oleh karena itu
penggunaan alasan-alasan tersebut di serahkan kepada hakim.
Apabila alasan-alasan sebagai yang di tentukan dalam Pasal 4 ayat (2)
tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan juga harus meneliti ada atau tidak syarat-
syarat secara komulatif. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi  secara  komulatif,
maka  barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan
perkawinan lebih dari seorang.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam
pemberian izin poligami.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penerapan izin poligami secara di
Pengadilan Agama Makassar.
7Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40 Poin (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
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2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata
khususnya mengenai hukum perkawinan.
b. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa yang
membutuhkan informasi dan bahan bacaan mengenai perkawinan
poligami,dalam hal ini pemberian persetujuan istri kepada suami yang hendak
berpoligami.
c. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi untuk
penelitian dengan objek serupa.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Poligami
Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, dikenal beberapa istilah yaitu
monogami, dan poligami. Monogami dan poligami dari sudut pandang terminologi
berasal dari bahasa Yunani. Monogami yang terdiri atas kata mono yang artinya
satu,dan gamos yang artinya perkawinan, yaitu bentuk perkawinan dimana seseorang
(pria atau wanita, tergantung jenis kelaminnya) hanya memiliki seorang istri atau
suami. Poligami yang terdiri dari kata polus yang artinya banyak dan gamos yang
artinya perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti
suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.1
Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan
yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu
yang bersamaan atau poligami adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang
perempuan.2
Dalam antropologi social, poligami merupakan praktik pernikahan kepada
lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan)
sekaligus pada suatu saat. Berlawanan dengan monogami, dimana seseorang hanya
1Ensiklopedi Indonesia , Ikhtiar Baru Van Hoev,dalam Supardi Mursalim, Menolak Poligami
(Jilid 5 ; Jakarta, 2007),h.15.
2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
;Rineka Cipta, 1988) h. 693.
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memiliki satu suami atau istri pada suatu saat. Terdapat tiga bentuk poligami yang
ditentukan dalam sejarah, yaitu :
1. Poligini,  yaitu seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus.
2. Poliandri, yaitu seorang wanita yang memiliki lebih dari seorang suami
sekaligus.
3. Pernikahan kelompok (group marriage), yaitu kombinasi antara poligini
dan poliandri.
Poligini merupakan bentuk poligami yang paling banyak terjadi sehingga
poligini disamakan pengertiannya dengan poligami terutama di Indonesia dan negara-
negara yang menggunakan hukum Islam. Dengan demikian poligami yang umum
dikenal adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri.
B. Poligami Dalam Islam
Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa
poligami dapat dilakukan seseorang jika tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
Oleh karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sangatlah penting untuk
meninjau mengenai aturan berpoligami menurut ajaran Agama Islam. Dengan
datangnya Agama Islam , praktik poligami yang dilakukan dengan tidak manusiawi
tersebut dikoreksi. Ajaran Islam paling tidak mengoreksi dan mengatur dua hal, yaitu:
1. Ajaran Islam membatasi jumlah istri hanya sampai jumlah empat orang istri
saja.
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2. Hanya disyaratkan bagi suami yang dapat menjamin keadilan bagi istri-istri
dan anak-anaknya. Berlaku adil tersebut menyangkut maslah-masalah
lahiriyah seperti pembagian waktu pemberian nafkah dan hal-hal lain yang
menyangkut kepentngan lahiriyah lainnya. Sedangkan masalah batin manusia
tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.3
Dasar pokok Islam memperbolehkan poligami adalah firman Allah SWT
dalam Q.S An Nisaa / 4:3 yang berbunyi :







Terjemahannya :
“Maka kawinkanlah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga,atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,maka kawinilah seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki.Yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya.”(QS.4:3).4
Islam pada dasarnya mengatut system monogamy,dengan memberikan
kelonggaran dibolehkan poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya
memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami,
tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecendrungan laki-laki beristri lebih dari satu
sebagaimana yang sudah-sudah berjalan dahulu kala. Akan tetapi, tidak semua laki-
laki dapat berbuat demikian karena tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan
3Supardi Mursalin, Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h.21.
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya special for woman, Syaamil Al-Quran,
(2009), h.77.
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berpoligami. Persyaratan adil dalam berpoligami adalah karena pada umunya laki-
laki yang telah mendapatkan istri muda maka istri terdahulunya ditelantarkan.5 Allah
SWT berfirman dalam QS. An Nisaa / 4:129 yang berbunyi :






Terjemahannya :
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu.Walau
kamu sangat ingin berbuat demikian.Karena itu, jangan kamu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung.Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri  (dari
kecurangan),maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (QS.4 :129)6
C. Dasar Hukum Peraturan Poligami
Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang poligami adalah :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan,
merupakan hukum materil dari perkawinan, tetapi didalamnya menyinggung
sedikit hukum formil.Ketentuan - ketentuan dalam Undang-Undang yang
5Supardi Mursalin, Menolak Pologami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan
Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),h. 21.
6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya special for woman, Syaamil Al-Quran,
(2009), h.99.
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mengatur tentang poligami terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.
Undang-Undang ini merupakan hukum formil dalam hukum
perkawinan.Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, ditentukan bahwa pengadila agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang beragama Islam.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelakasanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
merupakan salah satu aturan pelaksanaan bagi Undang-Undang Perkawinan.
Ketentuan-ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab VIII Tentang beristri
lebih dari seorang, yaitu pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal
44. Kemudian telah diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar
sebagaimana ditentukan Pasal 45.
4. Kompilasi Hukum Islam
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Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan sebagai pedoman yang harus
diikuti dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan oleh hakim di
Pengadilan Agama, yang penyebarluasannya dilakukan melalui interuksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX tentang
beristri lebih dari seorang,pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal
59, Serta   Pasal 89.
5. Ketentuan Pelaksanaan Poligami
Seorang suami  hendak melakukan poligami tidak dapat begitu saja
melakukan poligami, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.7
Bagi yang beragama Islam, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin
dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.8 Perkawinan
poligami bagi yang beragama Islam dibatasi hanya dengan empat orang istri
saja.
Sedangkan bagi yang beragama selain islam disesuaikan dengan
ketentuan agamanya serta tetap harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.
7Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.
8Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.
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Mengenai alasan-alasan seorang suami untuk dapat melakukan poligami
yaitu:9
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Menurut Abdul Manan, ketentuan yang mengatur alasan-alasan seorang suami
dapat melakukan poligami tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci apakah
ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau bersifat alternative. Oleh karena itu
penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.10
Apabila alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2)
tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan juga harus meneliti ada atau tidak syarat-
syarat secara kumulatif. Apabila syarat-syarat telah terpenuhi secara kumulatif, maka
barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan
perkawinan lebih dari seorang.11 Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut
untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu :12
1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik secara lisan maupun tertulis.
Jika izin tersebut diberikan secara lisan maka harus diucapkan di depan
9Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,Pasal 40 Poin (a) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
10Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama
(2003),h.10.
11Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama,
(2003),h.10.
12Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975,dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.
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Pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sekalipun persetujuan
istri tersebut diberikan secara tertulis, namun harus dipertegas di depan
Pengadilan.
2) Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka. Untuk itu, harus diperlihatkan :
a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh
bendahara tempatnya bekerja.
(1) Surat keterangan pajak penghasilan.
(2) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
b) Jaminan bahwa suami akan berlaku terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk
berlaku adil,yang dibuat dalam persidangan didepan majelis hakim.
Jaminan berlaku adil ini syarat utama dalam Kompilasi Hukum Islam
bagi suami yang akan melakukan poligami. Persetujuan istri atau istri-
istri tidak diperlukan dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan
apabila :13
1) Istri atau istri-istri tidak mungkin dimntai persetujuannya dan tidak
dapat menjadi pihak dalam perjanjian.
2) Tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun.
13 Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam.
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3) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh
hakim
D. Pemberian Izin poligami
Dalam menganalisi mengenai pemberian izin poligami secara bersyarat yang
dilakukan oleh istri, terlebih dahulu harus dibahas mengenai ketentuan-ketentuan
yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin poligami. Dalam
mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 58 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harus dipenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut :
1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun
tertulis.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri
dan anak-anak mereka.Untuk itu,harus diperlihatkan :
a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh
bendahara tempat kerja.
b. Surat keterangan pajak penghasilan.
c. Surat keterangan lain yang dapat diterimaoleh Pengadilan.
3. Adanya jaminan bahwa suami aka berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk
berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim. Jaminan
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berlaku adil ini dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat utama bagi
suami yang akan melakukan poligami.
Perlu dibahas lebih lanjut mengenai syarat adanya persetujuan istri atau istri-
istri. Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang (berpoligami) apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
kehendak pihak-pihak bersangkuatan dalam hal ini, selain keinginan suami untuk
berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri untuk
merelakan suaminya berpoligami. Pasal; 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan
bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan, maka harus
diucapkan di depan sidang Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa
sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun tetap harus
dipertega dalam sidang Pengadilan.
Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu persetujuan istri atau istri-istri
tidaklah diperlukan dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58
Ayat (3) Kompilasi hukum Islam persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan
apabila :
1. Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian.
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2. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Misalnya
istri berada di luar negri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) selam dua
tahun atau lebih.
3. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.
Pernyataan yang dibuat oleh suami dan ditandatanganinya sendiri dengan
materai dan pejabat administrasi di kantor untuk memenuhi syarat-syarat yang
dituntut oleh istri sebagai syarat adanya persetujuan dari istri dalam permohonan izin
poligami. Syarat-syarat yang diminta oleh istri serta surat pernyataan yang dibuat
tersebut tidak diperhatikan sebagai syarat utama permohonan izin poligami dari
suami untuk dikabulkan oleh hakim. Syarat-syarat yang diminta oleh istri yang harus
dipenuhi oleh suami dan dibuatkan dalam surat pernyataan suami dalam sidang
pengadilan. Hanya untuk menunjukkan ada atau tidaknya kerelaan dari istri untuk
menyetujui suami berpoligami, serta dapat atau tidak terjadi kerukunan antara istri
nantinya. Oleh karena itu Pengadilan dapat melihat suami beriktikad baik untuk
menjaga kerukunan dalam perkawinannya baik perkawinan yang pertama maupun
yang kedua. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, dalam hal ini istri
tidak dapat mengajukan tuntutan untuk pembatalan perkawinan suami yang kedua
kalinya jika suami melanggar pernyataan yang telah dibuatnya untuk memenuhi
syarat-syarat yang diminta oleh istri sebagai syarat adanya persetuuan istri untuk
merelakan suami berpoligami.
Berdasarkan hal itu perlu dipikirkan mengenai perlindungan hukum yang
dapat diberikan kepada istri jika suami tidak melaksanakan tuntutan istri sebagaimana
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dalam surat pernyataan suami dalam hal kesanggupannya. Surat pernyataan yang
dibuat oleh suami sebagai jaminan kepada istri pertama tidak dapat dijadikan dasar
penuntutan pada pengadilan agama bahwa suami telah melanggar surat pernyataan.
Akan tetapi hal-hal yang dituntut oleh istri yaitu penyediaan tempat tinggal,
pemberian nafkah lahir untuk kebutuhan istri dan anak-anak sebagaimana dalam surat
pernyataan itu dapat dituntut ke Pengadilan Agaman agar terpenuhi oleh suami yaitu
dengan mengajikan gugatan kelalaian kewajiban suami. Hal- hal yang dituntut oleh
istri yaitu penyediaan tempat tinggal atau kediaman sendiri, pemenuhan kebutuhan
sekolah anak-anak serta pemberian nafkah, yang kesemuanya merupakan kewajiban
dari suami terhadap keluarga atau istri.
Pengadilan tidak memperhatikan syarat-syarat dan pernyataan yang telah
dibuat oleh suami tersebut sebagaimana syarat utama izin poligami dari suami untuk
diterima oleh majelis hakim, namun terpisah dari pernyataan suami atau perjanjian
antara keduanya dalam sidang permohonan izin poligami, perlindungan hukum yang
dapat dilakukan oleh istri yaitu istri dapat mengajukan gugatan kelalaian kewajban
suami pada pengadilan agama. Fokus dari hal yang dituntut dalam kasus ini yaitu
tentang hak-hak dari istri yang tidak dipenuhi yaitu mengenai penyediaan rumah
kediaman serta nafkah lahiriah dan surat pernyataan dari suami sewaktu sidang izin
permohonan poligami tersebut dapat disetakan dalam pemeriksaan gugatan tersebut
nantinya. Perlu untuk meninjau lebih jauh ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai kewajiban suami terhadap keluarga berdasarkan ketentuan-ketentuan
hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang
Perkawinan, diatur mengenai hak dan kewajiban suami atau istri, sebagai berikut :
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Pasal 30
Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga
yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
Pasal 31
1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami dalam rumah nagga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala kluarga dan istri ibu rumah tangga.
Pasal 32
1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami istri bersama.
Pasal 33
Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia,dan member
bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.
Pasal 34
1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sessuatu keperluan
hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan keajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepengadilan.
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Demikian jiga dalam Kompilasi Hukum Islam, telah diatur secra panjang
lebar mengenai hak dan kewajiabn suami istriyang mengatkan, menegaskan, merinci
apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan.Mengenai kewajiban suami
terhadap istri dalam keluarga diatur dalam Pasal 80 :
Pasal 80
1. Suami adalah pembimbing terhadap istridan rumah tangganya, akan tetapi
mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan
oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan
kesempatan belajar pengetahuan yang berguna, dan bermanfaat bagu
agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi
anak istri.
c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di
atas mulai berlaku sesudahnya adanya tamkin sempurna dan istriya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya
sebagaimana tersebut pada Ayat(4) huruf a dan b.
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7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur bila istri nusyuz.
Mengenai tempat tinggal atau kediaman diatur dalam pasal 81 Kompilasi
Hukum Islam yaitu :
Pasal 81 :
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau
bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam
ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari
gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat
kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaanm
sebagai tempat manata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami berkewajiban melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana
penunjang lain.
Dalam hal suami berpoligami, kewajiban bagi suami diatur dalam Pasal 82
Kompilasi Hukum Islam, yaitu :
Pasal 82 :
1. Suami mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat
tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang
menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing
istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
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2. Dalam hal para istri rela dan ikhas, suami dapat menempatkan istrina dalam
satu tempat kediaman.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa suami
memang memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman dan memberikan
nafkah kepada istri dan anaknya. Akan tetapi, dalam besaran nafkah yang harus
dibayarkan kepada istri dari penghasilan atau gaji suami sejauh ini belum ada
ketentuan dalam hukum positif yang mengaturnya.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Berdasarkan spesifikasi penelitian ini merupkan penelitian deskriptif analistis,
karena dengan penelitia ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci
dari teori dan konsep-konsep mengenai aturan hukum dan ketentuan-ketentuan yang
menjelaskan tentang persetujuan istri sebagai salah asatu syarat pemberian izin
poligami.
Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Makassar, yakni di
Pengadilan Agama Kelas IA Makassar karena lokasi inilah tempat dikeluarkannya
putusan mengenai permohonan izin poligami yang penulis analisis kasusnya.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini
adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut
sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum
doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan –
peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain, sebagai penelitian
perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan
terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.1
Pendekatan penelitian lain, yang digunakan peneliti sebagai berikut:
1Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.13.
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1. Populasi
Dimaksud populasi yakni keseluruhan komunitas hukum yang ada
dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar mengingat jumlahnya
terlalu besar dan nyata tidak efektif serta tidak efisien diteliti keseluruhannya,
sehingga perlu dibijaksanai dengan penarikan beberapa informan tertentu agar
supaya yang terpilih sudah dianggap mewakili informan lain.
2. Sampel
Penelitian akan menggunakan sampel untuk mencari data seputar
kasus mengenai pemberian izin poligami.Penelitian ini yang akan dijadikan
informan terdiri dari Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan
Agama Makassar serta pihak yang berperkara, yang perkaranya sekaitan
dengan penelitian ini.
C. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas :
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan
panitera di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar, maupun wawancara langsung
dengan narasumber dari kalangan praktisi hukum yang berkompeten dalam bidang
Peradilan Agama.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang tersaji pada instansi-instansi yang relevan dengan penelitian
ini.
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D. Metode Pengumpulan Data
Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan,
maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut:
1. Interview (Wawancara)
Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui Tanya jawab atau suatu
wawancara langsung yakni dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama kelas
1A Makassar serta kalangan praktisi hokum yang berkompeten dalam bidang
Peradilan Agama.
2. Studi Dokumen (Berkas)
Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji
dokumen serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek
penelitian.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh dat-data penelitian
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara,
dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari
sumber-sumber informasi.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengertian analisis data diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi
secara logis, sistematis dan konsisten. Sesuai dengan teknik yang dipakai dan sifat
data yang diperoleh, hasil pengumpulan data ini akan dianalisa dengan menggunakan
analisa kualitatif normatif.
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5. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan,dipergunakan metode sebagai
berikut:
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip,
atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat
menimbulkan ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar
Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kelas,penulis membuka web
Pengadilan Agama Makassar1, dan hasilnya yaitu seperti yang dipaparkan oleh
penulis di bawah ini:
1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas
a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957
Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan
Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu,
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu
bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk
mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya
Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim
diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara
Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian
harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.
Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama & Makassar adalah Maknun Dg.
Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H.
1 Http://pa-makassar.net, tanggal 1 agustus 2014.
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Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir,
jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak
mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu
dipimpin oleh Hamente.
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960,
yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada
dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah
Makassar.
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang
menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan
kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah
tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu
kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh
kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.
b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957
Setelah keluaraya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960
terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut "Pengadilan
Mahkamah Syariah" adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti
diuraikan pada penjelasan berikut:
Wilayah Yurisdiksi
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Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syarah Kota Makassar
mempunyai batas-batas seperti berikut:
1) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar,
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maras;
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa2.
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syanah Makassar dahulu
hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat
Belas) Kecamatan.
Keadaan Gedung
Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama
Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali.
Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m2 untuk Rencana
Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana
peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan
SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh
perluasan serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka
pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan
pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14
Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 m2 dan Luas Bangunan 1.887,5 m2.
2 Pengadilan Agama Makassar,Laporan Perkara Tahun 2011 (Makassar : 2011),h.15.
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Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar
dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai
(SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. Chalid Husain dengan
susunan personil Muh. Alwi, K.H. Ahmad Ismail, M. Sholeha
Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan
Nisma.
Hakim Ketua Honorer yaitu H. Kallasi Dg. Mallaga, K.H.M. Syarif Andi
Rukka, Syarid Soleh Al Habayi, H. Abd. Dg. Mai, Daeng Takadi (H. Andi Mansyur)
dan Daeng Mannu. Pada masa K. H. Harun Rasyid menjadi Ketua, hanya memiliki 7
orang pegawai (personil), sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena
berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah
pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya
jumlah volume perkara.3
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar
Visi dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar4, yaitu: Terwujudnya
Pengadilan  Agama Makassar  yang  bersih,   berwibawa,   dan profesional dalam
penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Pengadilan Agama
Makassar yang bersih, mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum
baik berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh  tekanan  luar
dalam  upaya  penegakan  hukum. Bersih  dan  bebas KKN merupakan topik yang
3Pengadilan Agama Makassar, Laporan Perkara Tahun 2011 (Makassar : 2011),h. 23.
4Http://pa-makassar.net, tanggal 1 agustus 2014.
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harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses
penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk
mewujudkan peradilan yang berwibawa.
Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar ke depan
terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan
pelayanan hukum sehingga lembaga. peradilan tegak dengan kharisma sandaran
keadilan masyarakat.
Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme dalam proses
penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan
profesionalisme memanajemen lembaga peradilan sehingga hukum dan keadilan yang
diharapkan dapat terwujud Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi
hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat.
Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah ditetapkan tersebut,
maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Makassar untuk mewujudkan visi
tersebut. Misi Pengadilan Agama 5tersebut adalah :
a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses mengandung
makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan
profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan
transparan.
5 Http://pa-makassar.net, tanggal 1 agustus 2014.
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Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan biaya
murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia reformasi
hukum yang selalu didengungkan masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap
peradilan yang selalu menganggap bahwa proses ke Pengadilan akan selalu lama,
berbelit-belit dan memakan waktu dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi
tersebut, misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun tentang
Kekuasaan Kehakiman.
b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
Pembinaan merupakan tindakan antisipatif, yang merupakan upaya
meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan hukum secara
maksimal kepada masyarakat. Pengawasan merupakan tindakan untuk:
1) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
3) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan
yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan
biaya perkara yang murah.
Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya
preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan
yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat
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terhadap  berbagai  temuan  penyimpangan  dan  pengaduan  dari  masyarakat.
Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan
kritikan terhadap lembaga peradilan.
c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola
administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi
dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang telah
ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam
tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka
tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan
prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana
peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.
B. Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan dalam Pemberian Izin Poligami
1. Pemberian Izin Poligami
Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan meskipun menganut
asas monogami. Asas monogami bersifat terbuka, artinya poligami hanya
diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dan agama yang dianutnya
mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Selanjutnya, Undang-
Undang perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengetahui pengecualian itu
yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima,
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serta harus dapat mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal
3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Alasan yang dapat memungkin seorang
suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut :
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Disamping itu diberikan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami
untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 5
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.Persetujuan tidak diperlukan apabila istri
yang telah ada tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi
pihak dalam perjanjian,atau apabila tidak ada kabar dari istri selama sekurang-
kurangnya dua tahun atau sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim
pengadilan yang bersangkutan.
b. Adanya kepastian kalau suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-
istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka.
Dengan demikian dapat dilihat bahwa Undang-Undang itu dapat telah
berpihak kepada keadaan wajar dan nyata dalam hal monogamy dan poligami.
Ketentuan izin poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara
umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibedakan
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menjadi dua, yaitu pengaturan mengenai proses poligami dan mengatur syarat-syarat
poligami yang terdapat dalam pasal 55 Kompilasi Hukum Islam :
a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai
empat orang istri saja.
b. Syarat Utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami
dilarang beristri lebih dari seorang.
Perlu dibahas lebih lanjut mengenai syarat adanya persetujuan istri atau istri-
istri. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa
Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang (berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak  yang bersangkutan.
Kehendak pihak-pihak bersangkutan dalam hal ini, selain keinginan suami untuk
berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri untuk
merelakan suaminya berpoligami. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Tahun 1974 menentukan bahwa
persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis.
Jika persetujuan istri tersebut diberikan secara lisan, maka harus diucapkan di depan
sidang pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa sekalipun
persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis, namun tetap harus dipertegas
dalam sidang pelaksanaan.
Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu persetujuan istri atau istri-istri
tidaklah diperlukan dalam mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58
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Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Persetujuan istri atau istri-istri tidak diperlukan
apabila:
a. Istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat
menjadi pihak dalam perjanjian;
b. Tidak ada kabar dari istri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Misalnya
istri berada di luar negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama dua
tahun atau lebih; atau
c. Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian oleh hakim.
Peraturan mengenai proses poligami harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama. Pada intinya, baik Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum
Islam membolehkan poligami dengan menetapkan syarat-syarat yang cukup berat
bagi kebolehannya itu, dan Undang-Undang menghendaki untuk mempersulit
poligami,prinsip ini diletakkan karena pertimbangan social dan ekonomi, terutama
yang menyangkut pendidikan dan masa depan anak-anak yang dilahirkan dari
poligami.
2. Proses Mendapatkan Izin Berpoligami di Pengadilan Agama Kelas 1A
Makassar
Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja,
karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa
pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari
seorang apabila dikehendaki  oleh pihak yang bersangkutan.  Ketentuan ini membuka
kemungkinan seorang suami dapat berpoligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat
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kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada dan dianut oleh masyarakat. Ada
agama yang melarang poligami dan ada agama yang membenarkan poligami.
Khusus yang beragama Islam haras mendapat izin dari pengadilan agama
(Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan yang beragama selain Islam harus
mendapat izin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut
dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. Menurut pendapat Dr.H.Harijah
Damis,MH,6wakil ketua Pengadilan Agama Makassar bahwa untuk mendapatkan izin
dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang
dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974  tentang
Perkawinan  juga harus mengindahkan ketentuan khusus yang termuat dalam
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil.
Perkawinan poligami di dalam masyarakat lebih sering kita lihat dari pada
perkawinan poliandri yaitu seorang isteri atau seorang wanita mempunyai lebih dari
seorang suami. Bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan
poligami   dari   pada   perkawinan   poliandri,   sehingga   dalam kenyataannya
sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari seorang laki-laki,
kalaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja. Dan ini bisa juga karena seorang isteri
6Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014, pukul 11.30)
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atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan
pertimbangan akan adanya anak juga. Untuk kasus poligami untuk beristeri lebih dari
satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas
hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami
mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si
suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, disamping
itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan agama, jika tanpa
izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum.7
Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk
berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.8
Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat
mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yang terdapat
dalam pasal 5 ayat (1) yaitu:
7 Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014, pukul 11.30).
8Republik Indonesia,Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta:
Sinar Grafika, 2000), h. 2.
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a. Adanya persetujuan dari isteri;
b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan
anak-anaknya;
c. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-
anaknya.9
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Dr.H.Harijah
Damis,MH Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa mengenai
persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya poligami dapat
diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan
tertulis dari isteri, persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri
pada sidang pengadilan agama.10
Lebih lanjut dikatakan oleh wakil ketua di Pengadilan Agama Makassar
Dr.H.Harijah Damis,MH, bahwa persetujuan dari isteri yang dimaksudkan tidak
diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuan  dan  tidak  mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak
ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab
lainnya yang mendapat penilaian dari hakim pengadilan agama. Sebagai contoh
apabila si isteri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2
tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si isteri
memang tidak ada kabar beritanya.
9Republik Indonesia,Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta:
Sinar Grafika,2000),h.3.
10Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014, pukul 11.30).
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Wakil ketua pengadilan agama Makassar, Dr.H.Harijah Damis,MH lebih
lanjut menjelaskan bahwa persetujuan secara lisan ini nantinya si isteri akan dipanggil
oleh Pengadilan dan akan didengarkan oleh majelis hakim, tidak hanya isteri tetapi
suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini
dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur
dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. Adapun proses dalam acara
pengadilan agama dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus memanggil dan
mendengar isteri yang bersangkutan.
Kemudian Dr.H.Harijah Damis,MH lebih lanjut menjelaskan proses
pengajuan permohonan izin poligami tersebut, di mana pemeriksaan pengadilan
dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan
beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan
bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan
putusannya yang berupa  izin  untuk  beristeri lebih dari seorang. Pengadilan di
dalam memberikan pertimbangan terhadap seseorang yang mengajukan permohonan
untuk beristeri lebih dari seorang dengan melihat apakah hukum membolehkannya
atau tidak yaitu dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang berlaku serta
memperhatikan kelengkapan syarat-syarat maupun alasan-alasan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.11
11Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014, Pukul. 11.30).
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Penulis berpendapat berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pengajuan
permohonan izin poligami, hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memberikan
putusannya berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang apabila pemohon benar-
benar bisa memenuhi syarat-syarat maupun alasan-alasan yang terdapat dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya pemohon juga
harus melengkapi lampiran-lampiran persuratan sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan di Pengadilan Agama.
Adapun hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mau
berpoligami sebagai syarat formil, menurut Dwi selaku Panitera Muda di Pengadilan
Agama Makassar12 yaitu:
a. Menyerahkan   Surat   Permohonan   (di   dalamnya   suami   wajib   pula
mengajukan   permohonan   penetapan   harta   bersama   dengan   isteri
sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya).
b. Menyerahkan Fotocopy KTP  Pemohon,  Termohon  dan  Calon Isteri
Pemohon yang telah dimateraikan cukup (Bukan KTP Sementara).
c. Menyerahkan Surat Pernyataan Pemohon Sanggup Berlaku Adil diatas
materai cukup.
d. Menyerahkan Surat Persetujuan dari Isteri Pertama diatas materai cukup.
e. Menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia dimadu dari Isteri/isteri-isteri
terdahulu diatas materai cukup.
12Dwi, Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA Makassar,
9 Juli 2014 pukul 9.15).
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f. Menyerahkan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala
Desa/Kelurahan/Bendahara Gaji diatas materai cukup.
g. Menyerahkan Daftar Harta Bersama Pemohon  dan  Termohon yang diketahui
Kepala Desa/Kelurahan diatas materai cukup.
h. Menyerahkan Izin Atasan bagi Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS);
i. Membayar Biaya Perkara sesuai dengan Radius ke Bank Syari'ah Mandiri.
Berbicara mengenai perkawinan poligami, yang tentu saja dilakukan oleh
seorang suami ini, ada beberapa contoh kasus yang dapat diambil dimana jika diamati
banyak sekali terjadi di sekitar lingkungan kita.
Contoh kasus yang terjadi, apabila ada seorang suami yang mempunyai
keinginan untuk melakukan poligami tetapi suami ini tidak mendapatkan persetujuan
dari isterinya untuk melaksanakan perkawinan poligami, sedangkan si perempuan
yaitu calon isteri dari suami ini sudah terlanjur berbadan dua atau dengan  kata  lain
si perempuan ini sudah dalam keadaan hamil dan hanya tinggal menunggu tanggal
kelahirannya saja.13 Kemudian dari kasus ini akan timbul pertanyaan, bagaimana
tindakan selanjutnya yang harus diambil jika si isteri yang sah tetap tidak mau
memberikan persetujuan perkawinan poligami yang akan dilakukan oleh suaminya.
Seorang suami jika dia akan melakukan perkawinan poligami pada dasarnya
tetap harus memenuhi  syarat-syarat yang telah diatur dan telah ditentukan di dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu syarat
13Afdhalia,  Mesjid Darul Fahal, BTN Minasa Upa Makassar, 2 Agustus 2014 (17.30).
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yang utama yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari istri. Persetujuan ini
pun seperti telah dikemukakan diawal yaitu ada persetujuan tertulis dan persetujuan
secara lisan yang akan didengar oleh hakim pada saat sidang pengadilan berlangsung.
Jadi jika dilihat dari kacamata hukurn positif, sorang suami ini tetap tidak bisa
melaksanakan perkawinan poligami seperti yang diinginkannya tanpa adanya
persetujuan dari isteri. Sedangkan apabila dilihat dari segi hukum Islam, seorang
suami ini dapat melakukan perkawinan dibawah tangan atau kawin sin, meskipun
banyak ulama yang saling berbeda pendapat.
Maksudnya disini adalah ada sebagian ulama yang menentang adanya
perkawinan ini jika si perempuan dalam keadaan berbadan dua, tetapi tidak sedikit
juga ada sebagian ulama yang tidak mengharamkan artinya ada sebagian ulama yang
membolehkan  seorang  suami  mengawini  perempuan  yang  sedang  hamil dengan
alasan  untuk  menjaga  kemaslahatan  si  anak  yang  dikandung  ini dikemudian
hari.14
Penulis berpendapat mengenai kebolehan seorang suami mengawini
perempuan yang sedang berbadan dua tersebut di atas, memang pada dasarnya
dibolehkan demi menjaga kemaslahatan akan tetapi perlu diketahui dengan
melakukan perkawinan siri tersebut juga ada hal-hal yang harus diingat dan
diperhatikan oleh seorang perempuan. Jika seorang perempuan tersebut telah
melakukan kawin siri atau perkawinan di bawah tangan maka si perempuan juga
harus siap dengan segala akibat dan konsekuensi yang ditimbulkannya.
14Afdhalia,  Mesjid Darul Fahal, BTN Minasa Upa Makassar, 2  Agustus 2014 (17.30).
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Akibat dan konsekuensi tersebut adalah si perempuan beserta anak yang
dikandung dan dilahirkannya itu tidak mendapatkan harta warisan dari suaminya, dan
si anak ini hanya akan mewaris dari ibunya saja. Karena ini adalah perkawinan di
bawah tangan atau kawin siri dan tidak dicatatkan di Kantor Catalan Sipil atau Kantor
Urusan Agama setempat.15 Berbeda memang jika perkawinan poligami ini dicatatkan,
tetapi sepanjang isteri yang pertama tidak atau isteri yang sah tidak memberikan
persetujuannya maka perkawinan itu sampai kapanpun tetap tidak bisa dicatatkan dan
atau dilegalkan oleh hukum positif. Dan ini dikemudian hari imbasnya akan ke anak
juga setelah anak tersebut dilahirkan.
Menurut salah seorang panitera ibu Acca , bahwa prosedur pengajuan
permohonan izin poligami sama halnya dengan pengajuan permohonan perkara-
perkara lain.16
Adapun langkah-langkah yang haras dilakukan Pemohon (suami) untuk
mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar sesuai yang
dikemukakan oleh Dwi, Panitera Muda di Pengadilan Agama Makassar,17 yaitu:
a. Permohonan secara tertulis atau lisan :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan
agama/mahkamah syar'iah (Pasal 118 HIR, 142 R. Bg. jo. Pasal 66 UU No. 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
15Afdhalia,  Mesjid Darul Fahal, BTN Minasa Upa Makassar, 2  Agustus 2014 (17.30).
16Acca, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Makassar (Wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 7 Juli 2014 Pukul 10.30).
17Dwi, Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar (Wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 9 Juli 2014 Pukul 9.15).
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2. Permohonan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan
agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal
119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
UU No. 3 Tahun 2006);
3. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum.
Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka
perubahan tersebut haras atas persetujuan Termohon.
b. Permohonan  tersebut diajukan  kepada pengadilan  agama/mahkamah
syar'iah:
1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66
ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2006);
2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati
bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan hams diajukan kepada
pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan
kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun
1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
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4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka
permohonan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang
daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7
Tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
c. Permohonan tersebut memuat:
1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan
Termohon;
2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
1. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg. jo.
Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo)
(Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).
Menurut Wakil ketua Pengadilan Agama ibu Dr.H.Harijah Damis,MH ,
bahwa tahapan-tahapan persidangan dalam perkafa permohonan izin poligami sama
dengan perkara biasa, hanya dalam perkara permohonan izin poligami perlu
dihadirkan perempuan yang akan dinikahi oleh suami yang akan berpoligami supaya
jelas wanita yang akan dipoligami. Dan juga menghadirkan isteri lama sebagai pihak
termohon supaya diketahui calon isteri suami.18
18Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
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Selanjutnya proses penyelesaian perkara permohonan izin poligami di
Pengadilan Agama Makassar, menurut Dr.H.Harijah Damis,MH  Wakil Ketua
Pengadilan Agama Makassar,19yaitu:
a. Pemohon mendaftarkan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.
b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri
persidangan.
c. Tahapan Persidangan
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua
belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU
No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006);
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah
pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA
No. 2 Tahun 2003);
3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan   membacakan   surat   permohonan,  jawaban   termohon,   dan
pembuktian.
d. Putusan Pengadilan Agama  atas  permohonan  izin  poligami  sebagai
berikut:
1) Permohonan dikabulkan;
2) Permohonan ditolak;
3) Permohonan tidak diterima.
19Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
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Selanjutnya bahwa tahapan-tahapan persidangan dalam perkara permohonan
izin poligami, yaitu:
1) Pembacaan permohonan;
2) Mediasi;
3) Pembuktian;
4) Kesimpulan;
5) Putusan, selanjutnya apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka
disitulah dikabulkan permohonan pemohon dan pemohon sudah bisa
melangsungkan pernikahan.
3. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Lahirnya Izin Poligami di
Pengadilan Agama Makassar.
Walaupun dalam Agama Islam seorang laki-laki diperbolehkan memiliki isteri
sampai dengan empat orang, namun ada banyak kendala dalam mewujudkannya.
Secara normal, setiap laki-laki ingin punya banyak isteri, banyak pacar, banyak
selingkuhan, banyak ttm, dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut agama hanya
empat orang perempuan yang dinikahi secara sah saja yang boleh digauli. Selain dari
itu maka akan ada hukuman berat yang menanti di akhirat dan di dunia (tergantung
pemerintahnya).
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang lelaki yang ingin
memiliki isteri lebih dari satu orang yaitu mampu memberi nafkah lahir dan batin
kepada semua isteri dan anak-anaknya dan juga bisa berlaku adil kepada semua isteri
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maupun anak-anaknya. Jika tidak bisa memenuhi persyaratan, maka seseorang
sebaiknya hanya memiliki satu isteri saja. Jika dilanggar maka kita bisa dosa dan
akan membuat anak istri kita menderita lahir dan batin.
Menikah itu tidak hanya sekedar untuk mencari tempat pelampiasan syahwat
hawa nafsu. Tidak melulu berkaitan hanya dengan hubungan intim suami isteri
(hubungan seks) antara laki-laki dengan perempuan secara sah. Menikah berarti
bersedia memperhatikan dan mengurus pasangan sah kita, anak-anak beserta keluarga
besaraya serta berbagi suka maupun duka. Kenyataan di lapangan, menikah itu
enaknya hanya sedikit, sedangkan tidak enaknya sangat banyak. Diperlukan
pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan perasaan. Jika tujuan anda hanya mencari
kepuasan seksual saja, poligami bukan satu-satunya jalan keluar yang bisa dijalankan.
Dari begitu banyak permasalahan yang timbul dari suatu pernikahan, tidaklah
mudah seorang wanita membiarkan suami yang dicintainya menikah lagi dengan
wanita lain sehingga menambah permasalahan yang akan dihadapi. Pada umumnya
setiap wanita tidak mau dimadu suami nikah lagi dengan perempuan lain walaupun
negara dan agama memperbolehkan. Menurut Uztazah H.Afdhalia,Uztazah di Mesjid
Darul Fahal, ada beberapa alasan seorang suami tidak mengajukan permohonan izin
poligami di Pengadilan Agama, karena:
a. Biaya mahal.
b. Proses yang lama, dan biasanya mereka mau melakukan perkawinan dalam
keadaan yang mendesak misalnya perempuan yang mau dinikahi sudah
berbadan dua.
c. Apabila salah satunya pegawai, akan terancam dipecat.20
20Afdhalia,  Mesjid Darul Fahal, BTN Minasa Upa Makassar, 2  Agustus 2014 (17.30).
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Lebih lanjut beliau mengatakan alasannya mau menikahkan seorang yang mau
berpoligami tanpa izin dari pengadilan, yaitu:
a. Rasa kemanusiaan;
b. Keamanan seorang laki-laki, dimana hams mempertaruhkan nyawa apabila tidak
bertanggung jawab terhadap perempuan yang sudah dihamili;
c. Menghindari kekacauan dalam masyarakat;
d. Menghindari terjadinya perzinahan yang terus meneras, apabila dibiarkan akan
lebih berdosa.
Apabila ada kasus dimana suami ingin beristeri lagi (berpoligami) namun
isterinya tidak mengizinkan sementara si calon isteri yang mau dinikahi sudah
berbadan dua, maka Pengadilan Agama dapat memberikan izin dengan pertimbangan
melihat dari segi mamfaatnya supaya tidak berlarut-larut melakukan perzinahan,
karena apabila tidak diberi izin poligami maka bagaimana situasi masyarakat
sekitarnya dan juga selain dari tujuan hukum juga ditinjau dari segi agama dimana
menghindari perbuatan tercela yang dilarang agama.Suami tersebut dapat diberikan
izin apabila sudah memenuhi syarat meskipun tidak ada izin dari isteri pertama dan
selanjumya.21
Menurut  Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Dr.H.Harijah Damis,MH,
faktor-faktor yang mendukung lahirnya izin poligami di Pengadilan Agama
Makassar, yaitu:
21Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
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a. Pemohon ingin mendapatkan keturunan sementara isterinya tidak bisa
memberikan keturunan.
b. Apabila suami mempunyai kemampuan dana dan daya.
Sementara faktor-faktor yang menghambat lahirnya izin poligami menurui
beliau, yaitu:
a. Isteri tidak mau memberi izin suami;
b. Suami tidak memperoleh Surat Keterangan Mampu dari segi penghasilan dari
lurah;
c. Tidak memberikan Keterangan mampu berlaku adil yang diketahui oleh lurah.
Faktor-faktor yang mendukung lahirnya izin poligami, yaitu:
a. Cukup alasan seperti termuat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
b. Memenuhi persyaratan berpoligami sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1)
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.22
Kemudian faktor-faktor yang menghambat lahirnya izin poligami di
Pengadilan Agama Makassar menurut beliau, yaitu "tidak terpenuhi alasan-alasan
untuk berpoligami dan dalam persidangan dikatakan/dinyatakan tidak terbukti/tidak
beralasan".23
22Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
23Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
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C. Pelaksanaan Pemberian Izin Poligami Dengan Memperhatikan Persetujuan
Istri di Pengadilan Agama Makassar.
Dalam pelaksanan pemberian izin poligami di pengadilan Agama Makassar
ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu mengenai hal-hal terkait yakni hakim.
Hakim itu sendiri merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan
kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kehakiman tersebut, harus memahami
ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana telah di atur dalam perundang-
undangan. Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 antara
lain:
1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya.
b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang
c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan  demi tercapainya peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan
wajib memeriksa dan mengadilinya.
1) yuridis yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehihat
tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila
diminati.
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2) Tugas akademisi atau ilmia dalam melaksanakan tugas pokoknya,
yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.24
Agar kita dapat mengetahui lebih kongkrit tentang bagaimanakah pemberian
izin poligami dengan memperatikan persetujuan istri sebagai salah satu syarat penting
di Pengadilan Agama Makassar ada baiknya kita menjadikan contoh kasus yang ada
sebagai salah satu tolak ukur.
Dalam Sidang  Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Nomor
69/Pdt.G/2012/PA. Mks, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai kasus posisi dan
pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Adapun kasus posisinya
yaitu dalam surat permohonan izin poligami tanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 69/Pdt.G/2012/ PA Mks
dimana pemohon sebagai suami. menikah dengan termohon pada tanggal 1 Juli 1988
dengan akta nikah Nomor 46/VII/1988 dan telah dikaruniai tiga orang anak selama
perkawinannya. Setelah sekian lama menikah,pemohon merasa bahwa termohon
sudah tidak sanggup lagi melayani pemohon untuk berhubungan layaknya suami
istri.Dikarena kan termohon sedang sakit parah (lumpuh) dan tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pemohon baik lahir
maupun batin.Oleh karena itu, pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan lain.
24Harijah Damis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar (wawancara oleh penulis di PA
Makassar, 8 Juli 2014 Pukul 11.30).
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Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon
dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Mengizinkan pemohon untuk melakukan poligami terhadap termohon.
c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar
berdasarkan relas panggilan Nomor 69/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 19 Januari 2012
dan tanggal 26 Januari 2012, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.
Bahwa majelis hakim telah berusaha mengingatkan pemohon akan
konsekuensi poligami, dan pemohon sanggup untuk menanggung segala resikonya. "
Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang  isinya tetap
dipertahankan oleh pemohon, dan pemohon mengajukan pula permohonan penetapan
harta bersama antara pemohon dan termohon.
Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa
perkara permohonan izin poligami yang diajukan pemohon yaitu : Menimbang,
bahwa majelis telah menasehati pemohon tentang konsekuensi poligami, namun
pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.
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Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut,
tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,
serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan, beralasan, maka permohonan
pemohon harus diputuskan dengan verstek (Pasal 149 ayat (1) R.Bg.).
Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan
bahwa pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ------
dengan alasan karena termohon (istri pemohon) dalam keadaan sakit lumpuh akibat
stroke, sehingga termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri serta
tidak dapat memenuhi kebutuhan pemohon baik lahir maupun batin.
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah
apakah permohonan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat yang
ditetapkan oleh hukum ?
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah
mengajukan bukti P.I, P.2, P.3, P4, P.5, P.6, P.7, dan P.8.
Menimbang, bahwa bukti (P. 1) sampai dengan (P.8) merupakan bukti yang
ada kaitannya dengan persyaratan permohonan pemohon untuk berpoligami dan telah
memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka majelis dapat menilai
sebagai bukti yang kuat dan patut dipertimbangkan sebagai bukti.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I) berupa Kutipan Akta Nikah,
pemohon telah mempunyai istri sah bernama ------------, menikah pada tanggal 1 Mi
1988 di Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan bukti adanya hubungan
hukum antara pemohon dan termohon yang hingga kini masih terikat ikatan
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perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka pemohon mempunyai
dasar untuk memohon izin kawin poligami.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa Surat Keterangan Sakit
yang merupakan bukti termohon dalam keadaan sakit strok, sehingga tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bukti mana didukung dengan
keterangan saksi-saksi pemohon yang menyatakan termohon dalam keadaan sakit
lumpuh akibat stroke, majelis hakim menilai alasan untuk mengajukan permohonan
izin poligami telah sesuai dengan Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), yaitu termohon menyetujui
pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua (poligami), sedang calon istri
pemohon telah membuat pernyataan bersedia menjadi istri kedua dengan segala
konsekuensinya (bukti P.4).
Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS (Guru) mempunyai penghasilan
tetap setiap bulannya sebagaimana bukti (P.5) dan (P.6), membuktikan pemohon
mempunyai kemampuan secara material untuk menjamin keperluan hidup istri dan
anak-anak mereka dan pemohon telah menyatakan bersedia berlaku adil terhadap
kedua istrinya dan anak-anaknya sebagaimana bukti (P.7).
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan
pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu
dengan yang lainnya yang intinya bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan
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suami isteri hingga kini, pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan
keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk menikah menurut hukum syara',
serta saksi-saksi mengetahui pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup
para isterinya dan dapat berlaku adil, majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi
tersebut dapat dipetimbangkan sebagai bukti (Pasal 309 R.Bg.).
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dihubungkan dengan
keterangan saksi-saksi dan bukti P.I sampai dengan P.8, majelis hakim menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa, pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa termohon dalam keadaan sakit stroke.
- Bahwa,   pemohon   hendak   menikah   lagi   dengan   perempuan  yang  bernama
---- calon istri pemohon.
- Bahwa, termohon merestui pemohon menikah lagi.
- Bahwa, pemohon dan calon isteri pemohon tidak ada hubungan keluarga atau
sedarah yang mengharamkannya untuk menikah.
- Bahwa, pemohon cukup mampu dalam membiayai kehidupan kedua isterinya
kelak.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan
bahwa permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana
yang dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan
perempuan calon istri pemohon. dapat dikabulkan.
Hal tersebut sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa
ayat 3" yang menyatakan :







Terjemahan:
"maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS.4:3).25
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula permohonan agar ditetapkan
harta bersamanya dengan termohon sebagaimana yang terurai dalam bukti (P. 8).
Maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan
harta bersama pemohon dengan termohon sebagai berikut
1. Rumah Tipe 65 dengan luas tanah 105 M2 berada di Kompleks Perurnahan Nusa
Harapan Permai Blok C4/8, Kelurahan'Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar.
2. Tanah pekarangan berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku
Tengah, berukuran :20mx 25 m berada di RT 5, RW II.
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya special for woman, Syaamil Al-Quran,
2009, h.99.
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3. Kebun Sawit merupakan lahan usaha II masing-masing berukuran 1 hektar yang
dibeli dari:
a. Darwin Kotto berada di lahan usaha II di lokasi RT. 5.
b. Daraianto berada di lokasi lahan II, RTII.
4. Sawah berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah,
masing-masing berukuran:
a. 1 Hektar (10.000 M2) berada di perbatasan Desa Waimusi dengan Desa
Samal, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.
b. 1 Hektar (10.000M2) berada di Desa Waimusi terletak di sebelah utara Desa
Samal, Kecamatan Kobi, Maluku Tengah.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah di
paparkan diatas, maka Majelis Hakim memutuskan :
MENGADILI
- Menyatakan  termohon  yang  telah  dipanggil   secara  resmi   dan  patut  untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
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- Mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang
calon istri pemohon.
- Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon, yaitu;
1. Rumah Tipe 65 dengan luas tanali 105 M2 berada di Kompleks Perumahan
Nusa Harapan Permai Blok C4/8, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Tanah pekarangan berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten
Maluku Tengah, berukuran: 20 m x 25 m berada di RT 5, RW II.
3. Kebun Sawit merupakan lahan usaha II masing-masing berukuran 1 hektar
yang dibeli dari:
a. Darwin Kotto berada di lahan usaha II di lokasi RT. 5.
b. Darmanto berada di lokasi lahan II, RT II.
4. Sawah berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku
Tengah, masing-masing berukuran:
a. 1 Hektar (10.000 M2) berada di perbatasan Desa Waimusi dengan Desa
Samal, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.
b. 1 Hektar (10.000M2) berada di Desa Waimusi terletak di sebelah utara
Desa Samal, Kecamatan Kobi, Maluku Tengah.
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012
M., bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Makassar.
Dengan contoh kasus di atas yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa
memang betul adanya  dalam pelaksanaan pemberian izin poligami yang di berikan
oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar ,persetujuan istri merupakan salah satu
syarat yang sangatlah penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri
sebelumnya lah hakim dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan
suaminya untuk berpoligami.Surat pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan
hakim,bahwa kelak tidak aka nada pihak terutama pihak dari istri terdahulu yang akan
keberatan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab- bab terdahulu,
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Mengenai Persetujuan istri dalam pemberian izin poligami ada di dalam Pasal 3
ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang
(berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak  yang bersangkutan.
Kehendak pihak-pihak bersangkutan dalam hal ini, selain keinginan suami
untuk berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
untuk merelakan suaminya berpoligami. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. Tahun 1974
menentukan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan
maupun secara tertulis. Jika persetujuan istri tersebut diberikan secara lisan,
maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum
Islam diatur bahwa sekalipun persetujuan istri tersebut diberikan secara tertulis,
namun tetap harus dipertegas dalam sidang pelaksanaan.
2. Bahwa pelaksanaan pemberian izin poligami dengan memperhatikan
persetujuan istri di pengadilan agama dapat kita lihat pada contoh kasus di atas
yang menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa memang betul adanya  dalam
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pelaksanaan pemberian izin poligami yang di berikan oleh hakim di Pengadilan
Agama Makassar ,persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang sangatlah
penting, karena dengan surat pernyataan persetujuan istri sebelumnya lah hakim
dapat mempertimbangkan bahwa sang istri ridha mengizinkan suaminya untuk
berpoligami. Surat pernyataan itu pula yang menjadi pertimbangan
hakim,bahwa kelak tidak aka nada pihak terutama pihak dari istri terdahulu
yang akan keberatan.
B. Implikasi  Penelitian
1. Bagi setiap orang yang akan melakukan sebuah poligami haruslah terlebih
dahulu memahami tentang syarat-syarat, prosedur , pengaturan tentang
poligami yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.
2. Bagi masing-masing pihak yang akan melakukan poligami haruslah lebih
memahami tentang syarat-syarat terutama syarat perlunya ada persetujuan istri
dalam memperoleh izin poligami serta harus memperhatikakan akibat-akibat
dari poligami itu sendiri agar tidak gegabah dalam mengabil keputusan untuk
berpoligami.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2012/PA. Mks.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :
__________bin_________, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-l, pekerjaan PNS
(Guru SDN Nusa Harapan Makassar), bertempat tinggal di BIN Nusa Harapan
Permai Blok C4, No. 8, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar, selanjutnya disebut pemohon.
M E L A W A N
___________ binti ___________, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-l,  pekerjaan
(Guru  SDN Nusa Harapan Makassar), bertempat tinggal di BTN Nusa Harapan
Permai Blok C4, No. 8, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar, selanjutnya disebut termohon.
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-buktinya;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari
2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
69/Pdt.G/2012/PA. Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pemohon (Suganto, S.Pd bin H. An war) telah menikah dengan termohon
(Pasanea Tuhalele, S.Pd binti H. Jablul Tuhalele) pada tanggal   01 Juli 1988 di Kantor
Urusan Agama Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku berdasarkan
Kutipan Akta Nikah No. 40/VII/1988, tertanggal 01 Juli 1988.
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
yang masing-masing bernama:
a. Haerul Anam, lahir di Hila Ambon, 27 April 1989.
b. Amran Bahar, lahir di Hila Ambon 02 Januari 1995.
c. Restu Inayah, lahir di Makassar 20 Februari 2005.
3. Bahwa pemohon altan menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama Asda,
SPdi.
4. Bahwa termohon telah memberikan izin kepada pemohon untuk menikah berdasarkan
Surat Persetujuan menikah tertanggal 01 Januari 2012.
5. Bahwa saat ini termohon sedang sakit parah (lumpuh) dan tidak dapat memenuhi
kewajibannya sebagai istri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pemohon baik lahir
maupun batin.
6. Bahwa calon istri (Asda, SPdi) setuju menjadi istri kedua dan siap menerima segala
konsekuensinya.
Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon dengan
hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan menetapkan permohonan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Suganto, SPd bin H. Anwar) untuk melakukan poligami
terhadap termohon (Pasanea Tuhalele, SPd binti H. Jablul Tuhalele).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di
persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relas panggilan Nomor
69/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 19 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, yang
dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah.
Bahwa majelis hakim telah berusaha mengingatkan pemohon akan konsekuensi
poligami, dan pemohon sanggup untuk menanggung segala resikonya. " Bahwa kemudian
dibacakanlah permohonan pemohon yang  isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dan
pemohon mengajukan pula permohonan penetapan harta bersama antara pemohon dan
termohon.
Bahwa   untuk   meneguhkan   dalil-dalil   permohonannya,   pemohon   telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/VII/1988, tanggal 1 Juli 1988, atas nama
Suganto dengan Pasanea Tuhalele, SPd. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 1 Juli 1988, dan diberikode(P.l).
2. Asli Surat Keterangan Sakit Nomor : 1930/1/2011, tanggal 10 Januari 2012 atas nama
Pasanea Tuhalele, SPd. Yang dikeluarkan oleh dr. Husain Husni, dan diberi kode (P.2).
3. Asli Surat Persetujuan dari istri pertama untuk menikah dengan perempuan bernama
Asda, SPdi, yang dibuat oleh Pasanea Tuhalele, SPd. Dan diberi kode (P.3).
4. Asli Surat Pernyataan dari calon istri pemohon yang dibuat oleh Asda, SPdi, dan diberi
kode (P.4).
5. Salinan Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang dibuat oleh Suganto, SPd. yang
diketahui oleh H. Muchlis M, S. Sos, Lurah Paccerakkang, dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Daftar Gaji bulan Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD
Negeri Nusa Harapan Permai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan diberi kode
(P.6).
7. Salinan Surat Pernyataan Berlaku Adil dari pemohon, yang dibuat oleh Suganto, SPd,
tanggal 25 Januari 2012, dan diberi kode (P.7).
8. Salinan Daftar Harta Gono Gini dari pemohon, yang dibuat oleh Suganto, SPd, tanggal
25 Januari 2012, dan duberi kode (PS).
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon telah pula
mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
1. Buit Launuru binti Yauman Launuru, (umur 44 tahun), memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sepupu dengan
termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, namun termohon
sudah setahun lebih tidak melaksanakan tugasnya sebagai guru pada SD Nusa
Harapan Permai, karena termohon dalam keadaan sakit lumpuh akibat stroke.
- Bahwa akibat penyakit yang diderita termohon serta termohon tidak dapat
melayani kebutuhan batin pemohon, sehingga pemohon minta izin kepada
termohon untuk berpoligami.
- Bahwa pemohon mampu berpoligami karena pemohon adalah seorang guru pada
SD Nusa Harapan Permai yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon istri pemohon yang bernama Asda, SPdi., yaitu guru
pada salah satu SMU di Makassar.
- Bahwa calon istri pemohon dan termohon sudah saling kenal, karena calon istri
pemohon sering datang ke rumah pemohon dan pernah sama-sama mengajar di
sekolah SD yang ditempati pemohon dan istrinya mengajar.
- Bahwa termohon maupun calon istri pemohon tidak keberatan akan dipoligami
oleh pemohon.
- Bahwa anak-anak pemohon dan termohon dipelihara oleh pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon agar mengurangkan niatnya untuk kawin
lagi, namun pemohon tidak bisa lagi bersabar karena banyak tugas-tugas yang
tidak bisa dilakukan tanpa bantuan istri.
2. Nurdiyanto bin Suyatno, (umur 31 tahun), memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu dengan pemohon, dan saksi kenal
termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri, namun termohon
sudah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak bisa beraktifitas baik di rurnah maupun
dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru pada SD Nusa Harapan Permai,
karena termohon dalam keadaan sakit lumpuh akibat strok. Bahwa saksi
mengetahui pemohon mengajukan permohonan izin untuk berpoligami karena
termohon dalam keadaan sakit, sehingga termohon tidak dapat melayani
kebutuhan batin pemohon.
- Bahwa pemohon adalah seorang guru pada SD Nusa Harapan Permai yang
mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, sehingga pemohon mampu untuk
kawin lagi (berpoligami).
- Bahwa saksi mengenal calon istri pemohon yang bernama Asda, SPdi., yaitu guru
pada salah satu SMU XVIII di Makassar.
- Bahwa calon istri pemohon mengetahui niat pemohon untuk berpoligami, karena
sering datang ke rumah pemohon, serta termohon dan calon istri pemohon sudah
saling kenal karena pernah sama-sama mengajar di sekolah SD yang ditempati
pemohon mengajar.
- Bahwa termohon maupun calon istri pemohon tidak keberatan akan dipoligami
oleh pemohon.
- Bahwa anak-anak pemohon dan termohon dipelihara oleh pemohon.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan
menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon
putusan, sedang termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di
persidangan.
Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, pemohon juga telah menghadirkan
calon isteri keduanya yang bernama Asda, SPdi. Di muka persidangan menerangkan sebagai
berikut:
- Bahwa ia tidak sedang terikat pertunangan dengan laki-laki lain.
- Bahwa ia bersedia dinikahi oleh pemohon dan menjadi isteri kedua pemohon.
- Bahwa status calon isteri pemohon adalah seorang janda dan mempunyai anak.
- Bahwa calon istri pemohon siap menerima segala konsekuensi sebagai istri kedua.
Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang
tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini.
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana
tersebut di atas.
Menimbang, bahwa majelis telah menasehati pemohon tentang konsekuensi
poligami, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami.
Menimbang, bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak
datang menghadap dan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta
gugatan tersebut tidak melawan hukum dan, beralasan, maka permohonan pemohon harus
diputuskan dengan verstek (Pasal 149 ayat (1) R.Bg.).
Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa
pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Asda, SPdi dengan
alasan karena termohon (istri pemohon) dalam keadaan sakit lumpuh akibat stroke, sehingga
termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri serta tidak dapat memenuhi
kebutuhan pemohon baik lahir maupun batin.
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah
permohonan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh
hukum ?
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan
bukti P.I, P.2, P.3, P4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta saksi-saksi yang bernama Buit Launuru
binti Yauman Launuru dan Nurdiyanto bin Suyatno.
Menimbang, bahwa bukti (P. 1) sampai dengan (P.8) merupakan bukti yang ada
kaitannya dengan persyaratan permohonan pemohon untuk berpoligami dan telah memenuhi
syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka majelis dapat menilai sebagai bukti yang
kuat dan patut dipertimbangkan sebagai bukti.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I) berupa Kutipan Akta Nikah, pemohon
telah mempunyai istri sah bernama Pasanea Tuhalele, SPd binti H. Djaplul Tuhalele,
menikah pada tanggal 1 Mi 1988 di Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, merupakan bukti
adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon yang hingga kini masih terikat
ikatan perkawinan (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka pemohon mempunyai
dasar untuk memohon izin kawin poligami.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), berupa Surat Keterangan Sakit yang
merupakan bukti termohon dalam keadaan sakit strok, sehingga tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai seorang istri, bukti mana didukung dengan keterangan saksi-saksi
pemohon yang menyatakan termohon dalam keadaan sakit lumpuh akibat stroke, majelis
hakim menilai alasan untuk mengajukan permohonan izin poligami telah sesuai dengan Pasal
4 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), yaitu termohon menyetujui pemohon
untuk melakukan perkawinan yang kedua (poligami), sedang calon istri pemohon (Asda,
SPdi) telah membuat pernyataan bersedia menjadi istri kedua dengan segala konsekuensinya
(bukti P.4).
Menimbang, bahwa pemohon sebagai PNS (Guru) mempunyai penghasilan tetap
setiap bulannya sebagaimana bukti (P.5) dan (P.6), membuktikan pemohon mempunyai
kemampuan secara material untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan
pemohon telah menyatakan bersedia berlaku adil terhadap kedua istrinya dan anak-anaknya
sebagaimana bukti (P.7).
Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, dan keterangan
saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya bahwa
pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri hingga kini, pemohon dan calon
isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah yang mengharamkannya untuk
menikah menurut hukum syara', serta saksi-saksi mengetahui pemohon sanggup untuk
memenuhi kebutuhan hidup para isterinya dan dapat berlaku adil, majelis hakim menilai
keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipetimbangkan sebagai bukti (Pasal 309 R.Bg.).
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dihubungkan dengan
keterangan saksi-saksi dan bukti P.I sampai dengan P.8, majelis hakim menemukan fakta-
fakta sebagai berikut:
- Bahwa, pemohon dan termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah.
- Bahwa termohon dalam keadaan sakit stroke.
- Bahwa,   pemohon   hendak   menikah   lagi   dengan perempuan  yang  bernama Asda,
SPdi.
- Bahwa, termohon merestui pemohon menikah lagi.
- Bahwa, pemohon dan calon isteri pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sedarah
yang mengharamkannya untuk menikah.
- Bahwa, pemohon cukup mampu dalam membiayai kehidupan kedua isterinya kelak.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa
permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan izin poligami sebagaimana yang
dikehendaki oleh Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam,
sehingga permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan Asda, SPdi. dapat
dikabulkan.
Hal tersebut sejalan pula dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa ayat 3"
yang menyatakan :






Artinya : "... maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak perempuan yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula permohonan agar ditetapkan harta
bersamanya dengan termohon sebagaimana yang terurai dalam bukti (P. 8).
Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan berpoligami, sebagaimana yang tercantum
dalam KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi 2010)
Mahkamah Agung RL, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon
dengan menetapkan harta bersama pemohon dengan termohon sebagai berikut
1. Rumah Tipe 65 dengan luas tanah 105 M2 berada di Kompleks Perurnahan Nusa Harapan
Permai Blok C4/8, Kelurahan'Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. Tanah pekarangan berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku
Tengah, berukuran :20mx 25 m berada di RT 5, RW II.
3. Kebun Sawit merupakan lahan usaha II masing-masing berukuran 1 hektar yang dibeli
dari:
a. Darwin Kotto berada di lahan usaha II di lokasi RT. 5.
b. Daraianto berada di lokasi lahan II, RTII.
4. Sawah berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, masing-
masing berukuran:
a. 1 Hektar (10.000 M2) berada di perbatasan Desa Waimusi dengan Desa Samal,
Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.
b. 1 Hektar (10.000M2) berada di Desa Waimusi terletak di sebelah utara Desa Samal,
Kecamatan Kobi, Maluku Tengah.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.
MENGADILI
- Menyatakan  termohon  yang  telah  dipanggil   secara  resmi   dan  patut  untuk
menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, Suganto, S. Pd. bin H. Anwar untuk menikah lagi dengan
seorang perempuan yang bernama Asda S.Pdi.
- Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon, yaitu;
1. Rumah Tipe 65 dengan luas tanali 105 M2 berada di Kompleks Perumahan Nusa
Harapan Permai Blok C4/8, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar.
2. Tanah pekarangan berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku
Tengah, berukuran: 20 m x 25 m berada di RT 5, RW II.
3. Kebun Sawit merupakan lahan usaha II masing-masing berukuran 1 hektar yang
dibeli dari:
a. Darwin Kotto berada di lahan usaha II di lokasi RT. 5.
b. Darmanto berada di lokasi lahan II, RT II.
4. Sawah berada di Desa Waimusi, Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah,
masing-masing berukuran:
a. 1 Hektar (10.000 M2) berada di perbatasan Desa Waimusi dengan Desa  Samal,
Kecamatan Kobi, Kabupaten Maluku Tengah.
b. 1 Hektar (10.000M2) berada di Desa Waimusi terletak di sebelah utara Desa
Samal, Kecamatan Kobi, Maluku Tengah.
c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 M.,
bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar
Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah
Malik, M.H. dan Dra. Bannasari, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu H. M. Sunusi,
S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.
Hakim Anggota,
Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.
Dra. Bannasari
Ketua Majelis
Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
H. M. Sunusi. SH.
Perincian Biaya Perkara
1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Administrasi
: Rp.
: Rp.
30.000,-
50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
